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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Wawancara Dengan Hakim PN Pemalang 

Narasumber: Bapak Gorga Guntur, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri 

Pemalang 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Menurut pandangan Anda, apakah 

benar terdapat inkonsistensi norma 

antara Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a 

UU Administrasi Kependudukan 

terkait dengan perkawinan beda 

agama? 

Ya, antara Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a 

UU Administrasi Kependudukan telah 

terjadi inkonsistensi. Sebagai seorang 

hakim, saya merasa terdapat 

perbedaan yang sangat tipis karena 

dalam Undang-Undang Perkawinan 

belum ada yang mengatur. Sehingga, 

seringkali seorang hakim dalam 

memutus suatu permohonan 

penetapan perkawinan beda agama 

merujuk pada aturan Pasal 35 huruf a 

Undang-Undang Administrasi 

Kependudukan. Akan tetapi, semenjak 

berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 

maka saya sebagai seorang hakim 

tidak boleh mengeluarkan penetapan 

perkawinan beda agama.  

2. Menurut Anda, apa sajakah hal-hal 

yang inkonsistensi dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut 

mengenai perkawinan beda agama? 

Utamanya inkonsistensi ini terjadi 

antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 

dengan Pasal 35 huruf a UU 

Administrasi Kependudukan. Dimana 

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan menyatakan 
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bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan sesuai dengan hukum 

masing-masing agama dan 

kepercayannya itu. Dengan kata lain, 

apabila perkawinan tidak dilakukan 

sesuai dengan kaidah hukum 

agamanya maka perkawinan tersebut 

dinyatakan tidak sah. Berbanding 

terbalik dengan Pasal 35 huruf a 

Undang-Undang Administrasi 

Kependudukan yang seakan membuka 

peluang untuk melangsungkan 

perkawinan beda agama, dengan 

meminta penetapan ke pengadilan.  

3. Apakah dengan adanya inkonsistensi 

tersebut mempengaruhi Anda dalam 

memutus permohonan penetapan 

perkawinan beda agama?  

Adanya inkonsistensi tersebut 

memengaruhi seorang hakim dalam 

memutus permohonan penetapan 

perkawinan beda agama. Dikarenakan 

terdapat hakim yang mengabulkan dan 

tidak mengabulkan. Sebelum terbitnya 

SEMA No. 2 Tahun 2023, seorang 

hakim mengabulkan permohonan 

penetapan perkawinan beda agama 

karena adanya kekosongan hukum, 

dimana dalam UU Perkawinan tidak 

mengatur. Sehingga hakim dalam 

memutus, merujuk pada ketentuan 

yang terdapat dalam UU Administrasi 

Kependudukan. Namun, setelah 

adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 

semua hakim diwajibkan untuk 
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menolak atau tidak mengabulkan 

permohonan penetapan perkawinan 

beda agama.  

4. Bagaimana pandangan Anda, apabila 

terdapat hakim yang mengabulkan 

permohonan perkawinan beda 

agama? 

Seorang hakim yang mengabulkan 

permohonan penetapan perkawinan 

beda agama, ia merujuk kepada Pasal 

35 huruf a dan Pasal 36 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan. 

Dikarenakan dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan tidak 

mengatur secara spesifik mengenai hal 

perkawinan beda agama. Tujuan 

hakim mengabulkan adalah karena 

adanya kekosongan hukum. Sehingga, 

dikarenakan seorang hakim 

mempunyai hak kemerdekaan dalam 

memegang perkara, maka selama itu 

tidak bertentangan dengan UU 

Perkawinan permohonan dapat 

dikabulkan.   

5. Menurut Anda, faktor/pertimbangan 

apa saja yang memengaruhi seorang 

hakim dalam mengabulkan dan 

menolak permohonan penetapan 

perkawinan beda agama tersebut?  

Mengabulkan:  

Sebelum adanya SEMA Nomor 2 

Tahun 2023, permohonan penetapan 

perkawinan beda agama dikabulkan 

oleh hakim dengan pertimbangan 

karena hakim tersebut merujuk pada 

ketentuan pasal 35 huruf a UU 

Administrasi Kependudukan. Selain 

itu, hakim juga mempunyai perasaan 
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kasihan terhadap anak yang dilahirkan 

dari perkawinan beda agama, karena 

nantinya tidak memiliki hubungan 

keperdataan dengan orang tuanya 

Menolak: 

Sebagian hakim yang tidak 

mengabulkan atau menolak 

permohonan penetapan perkawinan 

beda agama karena mengacu pada 

ketentuan KHI yaitu dalam Pasal 44 

KHI.  

6. Bagaimana akibat hukum yang 

ditimbulkan dari adanya 

inkonsistensi antara UU Perkawinan 

dengan UU Administrasi 

Kependudukan mengenai 

perkawinan beda agama? 

Apabila terdapat suatu aturan yang 

mengalami pertentangan, maka 

perkawinan tersebut dianggap tidak 

sah. Sehingga, masalah keperdataan 

suami atau istri menjadi tanda tanya, 

terutama bagi anak-anak yang 

dilahirkan atas perkawinan tersebut. 

Karena di KHI menegaskan bahwa 

jika terdapat laki-laki yang menikah 

dengan istri yang tidak seagama maka 

laki-laki tsb tidak berhak memberikan 

nafkah atau mewariskan yang ia 

miliki. Ketika dia menikah, tidak bisa 

menjadi wali nikah anaknya.  

7. Bagaimana pandangan anda 

mengenai keabsahan dari 

dilangsungkannya perkawinan beda 

agama tersebut?  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Perkawinan, 

maka bagi mereka yang 

melangsungkan perkawinan beda 

agama, perkawinannya dianggap tidak 
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sah. Dikarenakan tidak dilakukan 

sesuai dengan hukum agamanya 

masing-masing. Apabila 

perkawinannya ingin dianggap sah, 

maka salah satu pasangan harus 

tunduk pada 1 agama saja.  

8. jika benar terdapat inkonsistensi 

antara UU tersebut, menurut anda 

langkah apa yang sebaiknya diambil 

untuk mengatasi inkonsistensi norma 

tersebut? 

Langkah yang sebaiknya diambil 

untuk mengatasai inkonsistensi norma 

dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai perkawinan beda agama, 

yaitu membuat suatu aturan secara sah 

yang mengatur mengenai hal 

perkawinan beda agama tersebut. Bisa 

berupa Undang-Undang ataupun 

peraturan lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Lampiran 2. Hasil Wawancara Dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil Kabupaten Pemalang 

Narasumber: Bapak Arif Hidayat, S.E. selaku Kepala Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil  

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu 

dengan hadirnya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, 

khususnya Pasal 35 huruf a?  

Undang-Undang tentang Administrasi 

Kependudukan kini telah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013. Terkait dengan Pasal 35 

huruf a merupakan pasal yang rancu 

karena masih menyatakan terkait 

dengan perkawinan beda agama, 

dimana perkawinan beda agama dapat 

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil 

setelah mendapatka penetapan dari 

Pengadilan.  

2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu, 

dengan adanya inkonsistensi norma 

antara Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang menyatakan bahwa 

“perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan sesuai dengan hukum 

agamanya masing-masing” dengan 

Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi 

Kependudukan yang menyatakan 

“pencatatan perkawinan berlaku 

pula bagi perkawinan yang 

Adanya inkonsistensi tersebut 

menimbulkan peluang bagi mereka 

yang ingin melangsungkan 

perkawinan beda agama. Namun, 

Kantor Catatan Sipil tidak akan 

mencatatkan perkawinan beda agama 

tersebut apabila tidak ada penetapan 

dari pengadilan. Hal ini juga diatur 

dalam Pasal 50 ayat (3) Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 tentang, yang 

menyatakan bahwa apabila 

perkawinan yang dilakukan antar umat 

yang berbeda agama dan perkawinan 
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ditetapkan oleh pengadilan”, dalam 

hal keabsahan perkawinan beda 

agama? 

yang tidak dapat dibuktikan dengan 

akta perkawinan, maka pencatatan 

perkawinan dilaksanakan berdasarkan 

penetapan pengadilan.  

3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu 

terkait dengan keabsahan dari 

perkawinan beda agama? 

Sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Perkawinan, 

bahwa perkawinan hanya sah apabila 

dilakukan sesuai dengan hukum 

agamanya masing-masing. Dengan 

kata lain, perkawinan beda agama 

dinyatakan sebagai perkawinan yang 

tidak sah karena tidak tunduk pada 

salah satu hukum agama.  

4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja akibat 

hukum yang ditimbulkannya dari 

dilangsungkannya perkawinan beda 

agama? 

Akibat hukum dari dilangsungkannya 

perkawinan beda agama ialah 

hubungan perkawinan antara suami 

istri tersebut itu tidak sah. Hal tersebut 

kemudian juga berdampak terhadap 

status dari anak yang dilahirkan, 

masalah pewarisan, dan lain-lain.  

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

Disdukcapil dalam menyikapi 

adanya inkonsistensi tersebut dalam 

hal pencatatan perkawinan beda 

agama? 

Cara untuk menyikapi adanya 

inkonsistensi tersebut, dalam hal 

pencatatan perkawinan beda agama 

yaitu Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil tidak akan langsung 

mencatatkan perkawinan beda agama 

tersebut apabila tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

akan melakukan penelaahan terlebih 
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dahulu bahkan dapat melaporkan ke 

instansi pusat apabila terdapat 

pelanggaran. Namun, selama 

perkawinan beda agama tersebut 

diantara mempelainya ada yang 

menundukan diri ke salah satu agama 

pasangannya dan perkawinan tersebut 

di sahkan oleh pemuka agama, maka 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil tetap melakukan pencatatan 

perkawinan tersebut. 

6. Apakah selama ini Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pemalang pernah menerima produk 

hukum dari pengadilan untuk 

mencatatkan perkawinan beda 

agama? 

Selama ini Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Pemalang belum 

pernah menerima produk hukum 

berupa penetapan perkawinan beda 

agama, sehingga tidak pernah 

melakukan pencatatan perkawinan 

beda agama berdasarkan penetapan 

dari pengadilan. 

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

untuk mengatasi inkonsistensi 

norma ini, sehingga kepastian 

hukum bagi pasangan beda agama 

dapat terpenuhi dalam administrasi 

kependudukan?  

Menurut saya, cara untuk mengatasi 

inkonsistensi norma tersebut ialah 

perlu dilakukan revisi atau perubahan 

atas Pasal 35 huruf a Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan dengan 

memberikan penjelasan yang lebih 

kongkrit, seperti dibuat peraturan di 

bawahnya.  
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Lampiran 3. Dokumentasi dengan Hakim PN Pemalang 

 

Lampiran 4. Dokumentasi dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

 

 


